PERATURAN PEMERI NTAH REPUBLI K | NDONESI A ( PP)
NOMOR 28 TAHUN 2006 (28/2006)
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERI NTAH NOMOR 32 TAHUN 1999
TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PELAKSANAAN HAK WARGA
Bl NAAN PEMASYARAKATAN

DENGAN RAHVAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI A,

Meni nbang :

a. bahwa ketentuan nengenai penberian remsi, asimlasi, cuti
nmenj el ang betas dan penbebasan bersyarat perlu ditinjau ul ang
guna nenyesuai kan dengan per kenbangan hukum dan rasa keadil an
dal am nasyarakat, terutama terkait dengan Narapi dana yang
nmel akukan tindak pidana yang nengaki batkan kerugian yang
besar bagi negara atau masyarakat atau korban yang banyak
atau neni nbul kan kepani kan, kecemasan, atau ketakutan yang
| uar bi asa kepada nasyar akat ;

b. bahwa ber dasar kan perti nbangan pada huruf a, ketentuan Bab I
Bagi an Kesenbi |l an nengenai Renisi, Bagi an Kesepul uh nmengena
Asim lasi dan Cuti, Bagian Kesebelas nengenai Penbebasan
Bersyarat, dan Bagian Keduabelas nengenai Cuti Menjel ang
Bebas, Peraturan Penerintah Nonor 32 Tahun 1999 tentang
Syar at dan Tata Cara Pelaksanaan Hak \Warga Bi naan
Pemasyar akat an perl| u di ubah;

C. bahwa berdasarkan pertinbangan sebagai mana di naksud pada
huruf a dan huruf b, perlu nenetapkan Peraturan Penerintah
tentang Perubahan atas Peraturan Penerintah Nonor 32 Tahun
1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga
Bi naan Penasyar akat an;

Mengi ngat

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik
| ndonesi a Tahun 1945;

2. Undang- Undang Nonmor 12 Tahun 1995 tentang Penasyarakatan
(Lenmbaran Negara Republik |Indonesia Tahun 1995 Nonor 77,
Tanbahan Lenbaran Negara Republ ik | ndonesia Nonor 3614);

3. Undang- Undang Nonor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
(Lenmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nonor 3,
Tanbahan Lenbaran Negara Republi k | ndonesi a Nonor 3668);

4. Peraturan Penerintah Nonmor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan
Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Penasyarakatan
(Lenmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nonor 69,
Tanbahan Lenbaran Negara Republi k | ndonesi a Nonor 3846);

MEMUTUSKAN:

Menet apkan:

PERATURAN PEMERI NTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERI NTAH
NOVOR 32 TAHUN 1999 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PELAKSANAAN HAK
WARGA Bl NAAN PEMASYARAKATAN.



Pasal |

Beber apa ket entuan dal am Peraturan Penerintah Nonor 32 Tahun 1999
tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Wirga Binaan
Pemasyar akatan (Lenbaran Negara Republik 1ndonesia Tahun 1999
Nonor 69, Tanbahan Lenbaran Negara Republik I ndonesia Nonor 3846)
di ubah sebagai beri kut:

1. Ket entuan Pasal 34 di ubah sehi ngga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

(1) Setiap Narapidana dan Anak Pidana berhak nendapatkan
Rem si .

(2) Rem si sebagai mana di naksud pada ayat (1) di beri kan kepada
Nar api dana dan Anak Pi dana apabila nmenmenuhi persyaratan
sebagai beri kut:

a. ber kel akuan bai k; dan
b.telah nenjalani nasa pidana lebih dari 6 (enam
bul an.

(3)Bagi Narapi dana yang dipidana karena nelakukan tindak
pi dana terorisne, narkotika dan psikotropika, korupsi
kej ahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak
asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional
t er or gani sasi | ai nnya, di beri kan Rem si apabi |l a
menenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. ber kel akuan bai k; dan
b.telah nenjalani 1/3 (satu per tiga) nasa pidana.

(4) Rem si sebagai mana di naksud pada ayat (1) di beri kan kepada
Nar api dana dan Anak Pi dana apabila nmenmenuhi persyaratan
mel akukan perbuat an yang nmenbant u kegi at an LAPAS.

2.D antara Pasal 34 dan Pasal 35, disisipkan 1 (satu) pasal baru,
yakni Pasal 34A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34A

(1) Rem si bagi Narapi dana sebagai nana di naksud dal am Pasal 34
ayat (3) diberikan oleh Menteri setelah nendapat
perti nbangan dari Direktur Jenderal Penasyarakat an.

(2) Penberi an Rem si sebagai mana di naksud dal am Pasal 34 ayat
(1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri .

3. Ket entuan Pasal 35 di ubah sehi ngga berbunyi sebagai beri kut:

Pasal 35

Ket entuan nengenai Rem si diatur |ebih lanjut dengan Peraturan
Pr esi den.
4. Ket entuan Pasal 36 di ubah sehi ngga berbunyi sebagai beri kut:

Pasal 36

(1) Setiap Narapidana dan Anak Didik Penmasyarakatan berhak
mendapat kan Asi m | asi .

(2)Asimlasi sebagai mana di maksud pada ayat (1) diberikan
kepada Narapidana dan Anak Pidana apabila nenenuhi



per syar at an sebagai beri kut:

a. ber kel akuan bai k

b. dapat nengi kuti program penbi naan dengan bai k; dan
c.telah nenjalani 1/2 (satu per dua) nmasa pidana.

(3)Bagi Anak Negara dan Anak Sipil, Asimlasi diberikan
set el ah nmenj al ani masa pendi di kan di Lenbaga
Pemasyar akat an Anak 6 (enam bul an pertanma

(4)Bagi Narapi dana yang dipidana karena nelakukan tindak
pi dana terorisne, narkotika dan psikotropika, korupsi
kej ahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak
asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional
t er or gani sasi | ai nnya, di beri kan Asim | asi apabi | a
menenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. ber kel akuan bai k
b. dapat nengi kuti program penbi naan dengan bai k; dan
c.telah nenjalani 2/3 (dua per tiga) nasa pidana.

(5)Asimlasi sebagai mana di maksud pada ayat (4) diberikan
oleh Menteri setelah nendapatkan pertinbangan dari
D rektur Jenderal Penmasyarakat an.

(6) Perti nbangan sebagai mana di maksud pada ayat (5) wajib
menper hati kan kepenti ngan keamanan, ketertiban unmum dan
rasa keadil an nmasyar akat .

(7)Penberian Asimlasi sebagai nana dimaksud pada ayat (1)
di t et apkan dengan Keputusan Menteri .

(8)Asi m | asi sebagai mana di maksud pada ayat (7) dapat di cabut
apabila Narapidana atau Anak D dik Penmasyarakatan
nmel anggar ketentuan Asiml asi.

5. Pasal 37 di hapus.
6. Ket ent uan Pasal 41 di ubah sehi ngga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

(1) Setiap Narapidana dan Anak Didik Penmasyarakatan berhak
mendapat kan Cuti .

(2)Cuti sebagai mana di naksud pada ayat (1) neliputi:
a. Cuti Mengunjungi Kel uarga; dan
b. Cuti Menj el ang Bebas.

(3)Cuti Mengunjungi Keluarga sebagai mana di naksud pada ayat
(2) huruf a, tidak diberikan kepada Narapi dana yang
di pidana karena nelakukan tindak pidana terorisne,
nar koti ka dan psi kotropi ka, korupsi, kejahatan terhadap
keamanan negara dan Kkejahatan hak asasi rmanusia yang

ber at dan kej ahatan  transnasi onal t er or gani sasi
| ai nnya.

(4) Ketentuan nengenai Cuti Menj el ang Bebas sebagai nana
di maksud pada ayat (2) huruf b tidak berlaku bagi Anak
Sipil.

7.0 antara Pasal 42 dan Pasal 43 disisipkan 1 (satu) pasal baru,
yakni Pasal 42A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42A

(1) Setiap Narapi dana dan Anak Negara dapat diberikan Cuti
Menj el ang Bebas apabila telah nenenuhi persyaratan



